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LAMPIRAN I 
KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT 
NOMOR 5 TAHUN 2024 
TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT 
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN 
DOKUMENTASI KABUPATEN KOTAWARINGIN 
BARAT 

 

PEJABAT PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT  

No JABATAN 
DALAM PPID KETERANGAN JABATAN/INSTANSI 

1. Pembina Bupati Kotawaringin Barat 
2. Atasan PPID 

Utama 
 Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat 

3. Tim 
Pertimbangan 

- Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia 
Kabupaten Kotawaringin Barat 

- Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan 
Kabupaten Kotawaringin Barat 

- Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Kabupaten 
Kotawaringin Barat 

- Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat 
Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat  

- Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah 
Kabupaten Kotawaringin Barat 

- Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten 
Kotawaringin Barat  

- Pimpinan SOPD di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten 
Kotawaringin Barat 

- Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten 
Kotawaringin Barat 

4. PPID Utama Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 
Kabupaten Kotawaringin Barat 

5. PPID 
Pelaksana 

- Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Kotawaringin Barat 

- Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Sekretariat Daerah 
Kabupaten Kotawaringin Barat 

  - Sekretaris Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat 
- Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian 

dan Pengembangan Kabupaten Kotawaringin Barat 
- Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten 

Kotawaringin Barat 
- Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin 

Barat 
- Sekretaris Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber 

Daya Manusia Kabupaten Kotawaringin Barat 
- Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten 

Kotawaringin Barat 
- Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten 

Kotawaringin Barat 
  - Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten 

Kotawaringin Barat 
  - Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat 







- 8 - 
 

 

 
LAMPIRAN II 
KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT 
NOMOR 5 TAHUN 2024 
TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT 
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN 
DOKUMENTASI KABUPATEN KOTAWARINGIN 
BARAT 

 
 

TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG 
PEJABAT PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI  

KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT 
 
 
1.  Pembina 

a. Fungsi: 
Pembinaan terhadap pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi dan 
seluruh rangkaian kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi sesuai 
dengan mekanisme yang ditentukan. 

b. Tugas: 
1) Melakukan pembinaan terhadap pengelolaan pelayanan informasi dan 

dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin 
Barat. 

2) Mengesahkan dan menetapkan informasi yang dikecualikan. 
2.  Pengarah 

a. Fungsi: 
1) Mengarahkan kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi serta 

menjamin ketersediaan informasi secara terintegrasi dan terkoordinasi. 
2) Menerima keberatan atas penolakan dari pemohon informasi publik. 
3) Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon 

informasi publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari 
kerja sejak diterimanya laporan keberatan secara tertulis. 

4) Sebagai perwakilan Badan Publik Pemerintah Daerah dalam sengketa 
informasi publik. 

b. Tugas: 
1) Memberikan arahan kepada PPID Utama terkait pengelolaan layanan 

informasi dan dokumentasi. 
2) Memberikan rekomendasi kepada PPID Utama atas hasil uji 

konsekuensi informasi yang dikecualikan. 
3) Memberikan persetujuan atas pertimbangan PPID Utama terkait 

dengan setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap 
pemohon informasi. 

3.  Tim Pertimbangan 
a. Fungsi: 

1) Pengambilan keputusan terhadap sengketa informasi.  
2) Penyelesaian masalah dan hal-hal yang belum diatur.  

b. Tugas: 
1) Memberikan pertimbangan atas klasifikasi informasi yang dikecualikan 

untuk selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah. 
2) Memberikan pertimbangan-pertimbangan atas hal-hal yang belum 

diatur. 








